BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34-5438 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9061 Tahun 2016
tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Selatan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Selatan dipandang Dbertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu
dilakukan pencabutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4348);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran




Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menetapkan

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN;

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2009 Nomor 7)




2. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2009 Nomor 8)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal 2

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok
Selatan.

ﬁ Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal T Agustvs 2017
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARTA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Agubvs 2017
KRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 32

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/70/ 2017)




